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ABSTRACT 
 
Cooperative is a business entity which has individuals or cooperative legal entity 
as its members and its activities are based on cooperative principle and its people-based 
economic movement which is based on the principle of consanguinity. The deprivation of 
Law No. 17/2002 on Cooperative by the Constitutional Court is because it is regarded as 
being contrary to the general principle of cooperative. The research used judicial 
normative and descriptive analytical methods by analyzing. After the issuance of 
administrative regulation of Law No. 25/1992 on Cooperative in 2004, the Regulation of 
the Minister of Cooperative, and UKM (Small and Medium Enterprises) No. 
01/Per/M.KUKM-I/2006 on Operational Manual and the issuance of Law No. 17/2012 on 
the new Cooperative, the role of a Notary becomes important because cooperative 
memorandum of association has to be made by using notarial authentic deed which is 
validated and registered in the Ministry of Cooperative and UKM and because the 
Constitutional Court temporarily waits for the issuance of the new Law on Cooperative 
by the Parliament. 
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I. Pendahuluan 
Koperasi berasal dari kata Co-Operative, Co berarti bersama, Operative 
berarti bekerja/operasi, sehingga secara harafiah berarti bekerjasama. Koperasi 
memiliki kedudukan yang penting yaitu :  
a. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat  
b. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial  
c. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional dalam 
rangka memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang autentik, akta autentik 
adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang 
berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak 
dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala 
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hal yang dibuat dalam akta dan juga yang ada di dalam akta sebagai 
pemberitahuan, hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan 
langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu. 
2
 
Tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang memiliki 
kewenangan dalam membuat akta autentik termasuk di dalamnya membuat akta 
pendirian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak 
merupakan suatu keharusan namun pada prakteknya para pendiri koperasi pada 
umumnya menggunakan akta notaris dalam pelaksanaan pendirian koperasi. 
Perbedaan tugas dan tanggungjawab dalam membuat pendirian akta koperasi pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 adalah tentang kekhususan notaris dalam kewenangannya membuat akta 
pendirian koperasi.  Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak 
disebutkan secara tegas bahwa notaris yang membuat akta pendirian koperasi 
adalah notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang terdaftar pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 
Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 yang mewajibkan notaris yang membuat akta pendirian koperasi 
adalah notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang telah terdaftar 
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koperasi.
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Tugas dan peranan notaris dalam pembuatan akta koperasi yang termuat di 
dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi khususnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
memiliki persamaan dan perbedaan, terutama dalam prosedur pengurusan 
koperasi agar dapat menjadi suatu badan hukum. Dalam penelitian ini akan 
dibandingkan tugas dan peranan notaris dalam pendirian koperasi didasarkan 
kepada kedua undang-undang koperasi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.  
Setelah berlaku selama hampir 2 Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian diajukan permohonan judicial review (hak uji materil) 
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oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa 
Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita 
Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa’ Jawa Timur, Pusat 
Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia 
pada tangal 13 Pebuari 2013 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 
Dalil hukum (posita) dari para pemohon uji materil Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bahwa dasar filosofis Undang-Undang 
Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 tersebut adalah kapitalisme yang ciri utamanya 
adalah pengutamaan modal dan individualisme. Hal ini bertentangan dengan 
prinsip dasar koperasi yang ciri utamanya mengutamakan kumpulan orang dan 
kolektivisme.  
Akibatnya hak konstitusional para pemohon uji materil untuk melakukan 
usaha bersama dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana dijamin 
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terabaikan.  Lebih jauh lagi hak 
konstitusional para pemohon uji materil tersebut untuk mendapat perlindungan 
negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 juga 
terampas. Menurut alinea ke-4 UUD 1945, “Dibentuknya pemerintahan negara 
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum……..” Bung Hatta 
menciptakan perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaknya berbentuk koperasi 
kerjasama dan tolong menolong yang menjadi ciri koperasi memberi jaminan 
kepada kedudukannya dan perkembangannya. 
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Dari bentuk koperasi yang kecil itu yang masing-masing dilaksanakan 
dengan aktiva yang teratur dan solidaritas perekonomian, koperasi yang kecil itu 
akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai sanggup melaksanakan 
perekonomian kecil dan menengah. Akhirnya perekonomian rakyat yang teratur 
dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan perekonomian besar. Dengan 
demikian seharusnya negara melindungi perekonomian rakyat yang kecil itu yaitu 
koperasi. Perlindungan tersebut berupa mempertahankan filosifi nilai, dan prinsip 
koperasi dari ancaman idelogi lainnya antara lain kapitalisme dan komunisme. 
Para pemohon sangat dirugikan dengan adanya penggusuran filosifi koperasi dan 
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kolektifisme menjadi kapitalisme karena akan berakibat pada matinya koperasi.
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Dengan filosifi baru koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian yaitu kapitalisme maka koperasi jelas akan kalah bersaing 
dengan perusahaan swasta yang memang dari awalnya paham kapitalisme. 
Koperasi tidak akan mampu lagi bertahan dalam persaingan melawan perusahaan 
swasta. Justru dalam sejarah perkoperasian Indonesia koperasi dapat bertahan 
karena mempertahankan filosofinya yang merupakan perlawanan dari paham 
kapitalisme. 
Filosofi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian yang bersifat kapitalisme dan individu terlihat keras dari 
rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang 
menyebutkan bahwa “Koperasi didirikan oleh orang perseorangan”. Dari 
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian tersebut menekankan kepada pengutamaan kemakmuran orang 
perseroangan, bukan kemakmuran anggota. Di samping itu dengan defenisi 
koperasi yang didirikan oleh perseorangan maka prinsip usaha bersama dan asas 
kekeluargaan tidak akan dapat terwujud.  
Ciri-ciri kapitalisme dan individu yang terkandung dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian juga terlihat dari Pasal 37 ayat (1) 
huruf dan Pasal 57 ayat (2) pada intinya menyebutkan, “Bahwa pengurus dan 
pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian memaksakan suatu bentuk koperasi saja yaitu 
koperasi yang pengurusnya digaji. Bung Hatta mengatakan, “Bahwa pada 
umumnya pengurus koperasi tidak digaji”. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 
ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada intinya menyebutkan pemberian 
wewenang kepada pengawas koperasi sangat besar yang melebihi wewenang rapat 
anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tinggi 
dalam koperasi. Wewenang pengawas tersebut meliputi :  
a. Mengusulkan calon pengurus  
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b. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 
anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar 
c. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan 
menyebutkan alasannya mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus. 
Dari uraian tersebut di atas tentang dasar filosofi yang terkandung di 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka jelas 
hal tersebut menurut para pemohon hak uji materil Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan dasar filosofi koperasi 
yang sesungguhnya yakni kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan. 
Berdasarkan dalil hukum (posita) yang diajukan oleh pemohon hak uji materil 
(judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 
28/PUU-XI/2013 yang menyatakan mencabut keberlakuan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara keseluruhan.  
Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 yang 
mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian tersebut sekaligus pula menyatakan berlakunya kembali Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi yang baru. Keputusan Mahkamah 
Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 tersebut berakibat pula terhadap perubahan tugas 
dan peranan notaris dalam pendirian koperasi yang sebelumnya mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012  menjadi kembali kepada Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 dengan segala konsekuensi hukumnya. 
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi menurut 
Undang-Undang Koperasi di Indonesia?  
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013? 
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap notaris dalam membuat akta 
pendirian koperasi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 
28/PUU-XI/2013? 
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Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
ini ialah  
1. Untuk mengetahui peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi 
menurut Undang-Undang Koperasi di Indonesia  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap notaris dalam 
membuat akta pendirian koperasi pasca keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 
 
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perubahan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, UUJN Nomor  30 
Tahun 2004 jo UUJN Nomor  2 Tahun 2014.  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan 
hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, 
tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya 
yang relevan dengan penelitian ini. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan 
hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-
bahan sekunder, misamya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa 
Indonesia dan website. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih 
mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada 
informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih 
dahulu. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap 
wawancara Notaris Dody Safnul Notaris di Medan,  Notaris Cipto Soenaryo di 
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Medan dan Notaris Nurhayati Rahman, Delitua Medan yang dalam penelitian ini 
memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber. 
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-XI/2013 mengakibatkan 
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi dalam 
pelaksanaan prosedur dan tata cara pendirian koperasi oleh notaris. Oleh karena 
itu di dalam putusan No. 28/PUU-XI/2013 tersebut juga dinyatakan oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut bahwa untuk menjaga agar tidak 
terjadi kefakuman hukum dalam peraturan pelaksanaan prosedur dan tata cara 
pendirian koperasi maka untuk sementara waktu berlaku Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang  Perkoperasian menunggu dilahirkannya undang-undang baru 
tentang perkoperasian tersebut. 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian harus dicabut secara 
keseluruhan, karena intinya telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945. Bila dianalisis tentang dasar pertimbangan hukum Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian yang diawali dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa, “Koperasi 
adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 
koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 
ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”, analisanya 
adalah bahwa koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan 
ekonomi Indonesia yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut dan apabila dikaitkan dengan Bab XIV Undang-
Undang Dasar 1945 yang berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
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Sosial, maka koperasi memiliki karakter sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan.  
Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-IX/2013 mengakibatkan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut tidak lagi 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang, dan juga mengakibatkan 
pengaturan hukum tentang perkoperasian tersebut kembali ke Undang-Undang 
No. 25 Tahun 1992. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 169/SE/Dep 1/VI/2014 tanggal 23 
Juni 2014 pasca Putusan MK tersebut menyatakan bahwa :  
1. Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena Undang-Undang No. 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian pernah berlaku sebagai hukum positif, 
namun harus menyesuaikan kembali anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangganya sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 
dan peraturan pelaksananya.  
2. Pendirian koperasi setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi 
atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dilaksanakan 
dengan  prosedur dan tata cara sebagai berikut :  
a.  Pembuatan akta pendirian koperasi, pengesahan badan hukum koperasi 
dan perubahan anggaran dasar sejak tanggal 28 Mei 2014 dilakukan 
berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
dan peraturan pelaksanaannya 
b.  Sehubungan dengan proses penerbitan akta koperasi melalui notaris sesuai 
dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 
01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksana, pembentukan 
pengesahan anggaran dasar koperasi dan Keputusan Menteri Negara 
Koperasi dan UKM No. 98/Kep/M.KUKU/IX/2004 tentang Notaris 
sebagai pembuat akta koperasi, maka dengan demikian untuk selanjutnya 
notaris dapat menyesuaikan kembali proses tersebut berdasarkan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.   
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3.  Perubahan anggaran dasar bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 12 ayat (2), yang 
menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi 
dimintakan pengesahan kepada pemerintah. Perubahan anggaran dasar 
koperasi selain sebagaimana dimaksud di atas cukup dilaporkan kepada 
pemerintah. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam uraian 
tersebut di atas harus diputuskan dalam Rapat Anggota bagi koperasi yang 
didirikan dan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak lagi 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka koperasi wajib melakukan 
perubahan anggaran  Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian.  
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dicabutnya Undang-Undang No. 
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, tidak serta 
merta mengakibatkan Koperasi yang didirikan berdasarkan undang-undang 
tersebut menjadi batal demi hukum. Akan tetapi pendirian koperasi tersebut tetap 
sah adanya namun harus melakukan penyesuaian AD/ART berdasarkan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992  tentang Perkoperasian beserta peraturan 
pelaksanaannya. Demikian pula halnya sejak keluarnya putusan MK tentang 
pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka 
sejak saat itu seluruh ketentuan tentang prosedur dan tata cara pendirian koperasi 
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian beserta peraturan pelaksananya.  
Bagi para notaris yang akan membuat akta pendirian koperasi pasca 
dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, 
maka harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian beserta peraturan pelaksananya. Hal ini disebabkan karena Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak punya kekuatan 
hukum mengikat lagi, dan sudah tidak berlaku lagi sebagai undang-undang yang 
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mengatur tentang prosedur dan tata cara pendirian, pengesahan badan hukum 
koperasi, perubahan akta pendirian maupun pembubaran koperasi.
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 yang mencabut 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengakibatkan 
koperasi kembali ke asas usaha bersama berdasarkan atas asas gotong royong dan 
asas kekeluargaan. Demikian pula halnya dengan sistem pendirian koperasi yang 
pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mewajibkan para 
pendiri koperasi memisahkan harta kekayaan yang digunakan untuk pendirian 
koperasi dengan harta kekayaan pribadinya, sehingga koperasi terkesan sama 
dengan korporasi yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas yang lebih 
mengutamakan keuntungan (profit oriented) dan bersifat individual, kembali pada 
asas kekeluargaan sebagai badan usaha yang merupakan soko goru perekonomian 
Indonesia berdasarkan atas asas usaha bersama. Disamping itu mengenai 
keanggotaan koperasi yang diangkat menjadi pengurus tidak dapat lagi 
menggunakan orang luar non anggota koperasi, sehingga seluruh pengurus 
koperasi harus merupakan anggota koperasi yang memiliki hak dan kewajiban 
yang sama untuk dipilih dan memilih dalam koperasi tersebut. Dalam hal terjadi 
defisit anggaran yang terjadi pada koperasi maka anggota koperasi tidak wajib 
menyetor untuk menutupi defisit anggaran koperasi tersebut dalam hal koperasi 
simpan pinjam.  
Setoran pokok koperasi dari anggota kembali dapat ditarik oleh para 
anggota koperasi apabila anggota koperasi tersebut keluar dari keanggotaan 
koperasi. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menetapkan adanya modal di setor dari 
setiap anggota koperasi yang akan melakukan pendirian koperasi dan tidak dapat 
ditarik kembali, bahkan apabila terjadi defisit terhadap anggaran koperasi dalam 
koperasi simpan pinjam maka anggota koperasi justru wajib menutupi defisit 
anggaran tersebut. 
7
 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 juga mengakibatkan 
terjadinya pergeseran pengaturan undang-undang tentang perkoperasian untuk 
                                                          
6
  Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Graha 
Ilmu, 2003), hlm. 59 
7
 Arifin Sitio., Koperasi, Teori dan Praktik, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 79 
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sementara waktu yakni kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian menunggu diterbitkannya undang-undang baru tentang 
perkoperasian tersebut. Oleh karena itu seluruh prosedur dan tata cara pendirian 
koperasi sejak tanggal dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi kembali pada Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaanya. 
 Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang 
Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi disebutkan bahwa akta pendirian koperasi 
adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan 
koperasi dan membuat anggaran dasar koperasi. Selanjutnya Pasal 1 ayat (4) 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta 
Koperasi menyebutkan bahwa, “Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat 
umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi 
kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran 
dasar dan akta – akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi”. Selanjutnya 
di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris 
sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “Notaris membuat akta 
koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik 
jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses 
pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan 
kegiatan koperasi”. Notaris dalam kedudukan sebagai membuat akta koperasi 
karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas autentitas dari akta-
akta koperasi yang dibuatnya.  
Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “Notaris 
pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta autentik sebagai 
bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, 
perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan 
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koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang”. 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris 
sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “Perbuatan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan, akta pendirian koperasi, 
akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan 
kegiatan koperasi”. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “Dalam 
pembuatan akta sebagaimana dimaksud ayat (2), Notaris Pembuat Akta Koperasi 
menuangkan dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di Kantor 
Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang 
terkait sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku” 
Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian adalah sama dengan ketentuan Perseroan Terbatas 
(PT) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sehingga hal ini sangat 
berbeda secara prinsip bila melihat ketentuan tentang koperasi yang berlaku di 
dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena 
itu di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian harta 
pendiri koperasi harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya, sehingga 
anggota koperasi bertanggung jawab hanya sebatas harta kekayaan yang 
dipisahkan di dalam koperasi tersebut. Hal inilah menyebabkan bahwa Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menganut prinsip-prinsip 
Perseroan Terbatas (PT) dan juga mengandung unsur individualistis dalam 
pelaksanaan badan usaha koperasi di Indonesia. Hal ini bertentangan asas-asas 
perkoperasian yang menitikberatkan kepada kekeluargaan dan gotong royong 
dalam pelaksanaan usaha koperasi untuk kemakmuran sebesar-besarnya terhadap 
seluruh anggota koperasi tersebut. 
8
  
Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta 
lain yang tekait dengan kegiatan koperasi harus dibacakan dan dijelaskan isinya 
oleh notaris pembuat akta koperasi kepada para pendiri koperasi, anggota atau 
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 Wawancara dengan Notaris Cipto Soenaryo pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 
pukul 16.00 wib di ruang kerjanya di Jalan H.M. Yamin Medan. 
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kuasanya sebelum menandatangani akta. Pembuatan akta pendirian dan perubahan 
anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat kabupaten 
/ kota, provinsi maupun nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan 
kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Akta pendirian dan akta perubahan 
anggaran dasar kopeasi yang telah dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi 
disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang berwenang  untuk diminatkan 
pengesahannya, sesuai peraturan yang berlaku.  
Pembuatan akta pendirian koperasi yang tidak dibuat oleh notaris sebagai 
pejabat umum atau notaris pembuat akta koperasi pada saat berlakunya Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tetap memiliki kekuatan 
hukum sebagai dasar pendirian koperasi, karena pembuatan akta pendirian 
koperasi tersebut dibuat oleh para pendiri koperasi dengan mendapat bimbingan 
dan pengarahan dari petugas / pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah. Oleh karena itu meskipun akta pendirian koperasi tersebut tidak dibuat 
oleh notaris sebagai pejabat umum atau notaris sebagai pembuat akta koperasi 
namun akta pendirian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang autentik 
untuk dijadikan dasar pendirian koperasi oleh para pendiri koperasi tersebut.  
Ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia berdasarkan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengakibatkan tidak seluruh 
notaris dapat memilik kewenangan untuk membuat akta notaris. Hal ini pada 
prinsipnya bertentangan dengan asas-asas umum notaris sebagai pejabat publik 
yang memiliki kewenangan membuat akta autentik hampir di seluruh perbuatan 
hukum yang terjadi di masyarakat sebagaiman termuat di dalam Pasal 15 UUJN 
No. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Undang-Undang No. 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian membatasi kewenangan notaris yang hanya 
memberikan kewenangan kepada notaris yang telah diangkat dan disahkan 
sebagai PPAK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa, 
“Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah notaris yang terdaftar pada 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi”. 
Konsekuensi hukumnya adalah notaris yang belum terdaftar dan belum diangkat 
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oleh Menteri terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koperasi tidak dapat membuat akta koperasi.
9
     
Ketentuan tentang tata cara pendirian koperasi dan pejabat / Notaris 
Pembuat Akta Koperasi di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 termuat di 
dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi  dan Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 
01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan  
Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dimana notaris sebagai 
pembuat akta koperasi harus bertanggung jawab atas otentisitas akta koperasi dan 
akta-akta lain yang terkait dengan koperasi tersebut dalam pelaksanaan pendirian 
koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Disamping itu di dalam peraturan pelaksana tersebut termuat pula 
ketentuan-ketentuan pelaksana dalamm hal tata cara pendirian, pengesahan dan 
perubahan anggaran dasar koperasi serta pendaftaran koperasi tersebut sebagai 
badan usaha berbadan hukum.
10
    
   
IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Pendirian koperasi oleh para pendiri koperasi pada Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mewajibkan dengan menggunakan 
akta autentik notaris, akan tetapi kewajiban tersebut ada pada peraturan 
pelaksananya yaitu  Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang 
Prosedur Dan Tata Cara Pendirian Koperasi demikian pula dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan secara tegas bahwa pendirian 
koperasi harus dilakukan dengan menggunakan akta autentik notaris, dimana 
notaris tersebut harus merupakan notaris yang sudah terdaftar dan disahkan 
oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  
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 Wawancara dengan Notaris Nurhayati Rahman pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 
2015 pukul 14.30 wib di ruang kerjanya di Jalan Brigjen Katamso, Delitua Medan. 
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 Arifin Jumardi, Notaris dan Tata Cara Pendirian Koperasi, (Surabaya : Mitra Ilmu, 
2012), hlm. 63 
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2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 adalah bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
khususnya Pasal 33 ayat (1) karena koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 
17 Tahun 2012 tersebut pengaturan hukumnya bersifat individualisme dan 
menyamakan koperasi dengan korporasi (perseroan terbatas), sehingga 
menghilangkan asas-asas umum perkoperasian di Indonesia yang berdasarkan 
kepada asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagai soko guru perekonomian 
Indonesia. 
3. Akibat hukum yang timbul terhadap notaris dalam membuat akta pendirian 
koperasi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013  
adalah bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
bahwa notaris tidak lagi dapat membuat akta pendirian koperasi berdasarkan 
prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena undang-undang tersebut tidak lagi 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang, sehingga 
dinyatakan tidak berlaku lagi dalam pengaturan koperasi dan mengakibatkan 
notaris wajib mengikuti pengaturan hukum koperasi yang termuat di dalam 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta 
pelaksanaanya. Disamping itu koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum 
namun harus menyesuaikan dengan AD dan ARTnya sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan beserta seluruh 
peraturan pelaksanannya. Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi 
yang baru wajib menggunakan prosedur dan tata cara sesuai ketentuan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan 
pelaksananya.    
 
B. Saran 
1. Hendaknya seluruh notaris diberikan bimbingan dan pengarahan oleh 
Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam hal tata cara 
pembuatan akta pendirian koperasi, sehingga sebagai pejabat umum notaris 
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secara keseluruhan dapat membuat akta pendirian koperasi dan juga dibantu 
dalam hal prosedur pendaftaran sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi 
(NPAK) sehingga seluruh notaris dapat pengesahan sebagai notaris pembuat 
akta koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah di seluruh Indonesia. 
2. Dalam rancangan undang-undang koperasi yang baru untuk menggantikan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, asas-asas umum perkoperasian tetap 
melekat dalam undang-undang tersebut, sehingga rancangan undang-undang 
tentang perkoperasian yang akan dibuat tersebut sesuai dengan jiwa dan 
semangat koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan kepada asas 
kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi soko goru perekonomian 
Indonesia dan tidak lagi dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.  
3. Hendaknya notaris yang telah dan akan membuat akta pendirian koperasi 
harus lebih memahami secara detail tentang ketentuan yang berlaku dalam 
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian, sehingga apabila terjadi perubahan dan 
penyesuaian anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi maupun 
pendirian koperasi yang baru dapat sesuai dengan ketentuan dan tata cara 
sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkoperasian sebagaimana 
termuat di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
dan peraturan pelaksananya. Hal ini agar seluruh prosedur dan tata cara 
pendirian, perubahan  maupun penyesuaian AD Koperasi dapat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berlaku sah sebagai badan 
hukum koperasi.  
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